PENCAIRAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS MENCAPAI 96 PERSEN
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Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, mencatat pencairan dana desa hingga pekan ini mencapai Rp129,17 miliar atau
96 persen dari alokasi tahun 2024 sebesar Rp134,54 miliar.

"Hingga pekan ini, pencairan dana desa untuk tahap pertama sudah 100 persen, sedangkan
untuk tahap kedua masih ada yang proses pengajuan dan ada yang belum," kata Kepala
Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat (PMD) Kudus Famny Dwi Arfana di Kudus,
Selasa.

Sementara desa yang belum melakukan pencairan, kata dia, ada 11 desa. Sebanyak
sembilan desa di antaranya masih dalam tahap proses pengajuan pencairan, sedangkan
dua desa belum mengajukan karena penyerapan tahap pertama belum memenuhi syarat
minimal 60 persen.

Ketika persyaratan penyerapan dipenuhi, maka desa tersebut bisa mengajukan pencairan
tahap kedua.

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Slamet menambahkan kedua desa yang belum
mengajukan pencairan karena permasalahan syarat minimal pencairan, yakni Desa Bae

(Kecamatan Bae) dan Desa Temulus (Kecamatan Mejobo).
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Untuk Desa Bae, kata dia, disebabkan karena fokus menghadapi audit dari Inspektorat,
sehingga aktivitas pembangunan dihentikan sementara. Namun, saat ini sudah selesai
sehingga akan dipenuhi penyerapan hingga memenuhi syarat minimal.

Sementara Desa Temulus, kata dia, disebabkan karena adanya proyek pembangunan
Gedung Kesenian yang nilainya cukup besar, namun setelah dicek lokasi lahannya
ternyata lahan hijau.

"Akhirnya, ada perubahan perencanaan pada APBDes perubahan untuk kegiatan lain,"
ujarnya.

Ia memperkirakan pada pekan depan semua sudah melakukan pencairan dana desa tahap
kedua, sehingga sebelum akhir tahun anggaran bisa diserap secara maksimal.

Untuk program bantuan langsung tunai (BLT), kata dia, sudah terlaksana di semua desa,
karena sejak awal anggaran tersebut langsung ditransfer.

Skema penyaluran dana desa tahun ini melalui dua tahap. Meliputi dana desa yang
ditentukan penggunaannya (earmark) dan dana desa yang tidak ditentukan
penggunaannya (non-earmark), yang masing-masing disalurkan dalam dua tahap untuk
tiap-tiap desa.

Untuk dana desa earmark merupakan dana desa dengan prioritas utama, yakni untuk
program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan
ekstrem dalam bentuk BLT, program ketahanan pangan dan hewani, serta program
pencegahan dan penurunan tengkes atau stunting.

Sementara untuk dana desa non-earmark merupakan dana desa yang ditujukan untuk
mendanai program sektor prioritas di desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa
dan atau penyertaan modal pada BUMDes.

Alokasi dana yang diterima pemerintah desa di Kabupaten Kudus untuk mendukung
pembangunan desa pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp315,83 miliar atau meningkat
dibandingkan dengan alokasi yang diterima tahun 2023 yang diterima sebesar Rp301,67
miliar.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp315,83 miliar, meliputi alokasi dana desa (ADD), dana
desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi, bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan
provinsi, bantuan khusus BUMDes, dan bantuan khusus PKP.

Adapun rinciannya, untuk alokasi dana desa sebesar Rp134,54 miliar, kemudian ADD
sebesar Rp92,03 miliar, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp20,99 miliar, bantuan
keuangan kabupaten Rp52,76 miliar, bantuan keuangan Provinsi Jateng Rp14,49 miliar,
dan bantuan khusus BUMDes sebesar Rp500 juta, dan bantuan khusus PKP 500 juta.
(Akhmad Nazaruddin)

Catatan Berita UIDIH BPk Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti




Sumber Berita:

1. https://jateng.antaranews.com/berita/557381/pencairan-dana-desa-di-kabupaten-
kudus-mencapai-96-persen, “Pencairan dana desa di Kabupaten Kudus mencapai 96
persen”, tanggal 5 November 2024.

2. https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/426991/11-desa-di-kudus-
belum-selesaikan-pencairan-dana-desa-2024, “11 Desa di Kudus Belum
Selesaikan Pencairan Dana Desa 20247, tanggal 5 November 2024.

Catatan

e Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan =~ pembangunan, = pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

e Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun,
maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

e Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang
berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

e Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa
berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan
Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara
substansi APBDES  merupakan  produk  perencanaan yang  disusun
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa
tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya. !

! https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa
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e Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan
yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya:?

a. Pendapatan asli Desa : Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang
diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam
bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan
pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :

1) Hasil usaha : Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola
secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan
penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM
Desa.

2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal
dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar
hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh
Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa,
pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan
Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan
Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong
royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat
Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partipasi dan gotong royong harus
dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas
Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain : Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa
yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan
Desa yang ditetapkan dan diatur dalamPeraturan Desa. Pemerintah Desa
dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam
Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan
Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. Transfer :

2 Ibid
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1) Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.Dana Desa dianggarkan sesuai
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun
sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima
masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Bagian dari hasil pajak
paerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang
berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian
dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi
sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang akan
diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

2) Alokasi Dana Desa (ADD) : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,
adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima
kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah
dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutkan dialokasikan ke Desa. ADD
dianggarkan sesuaiPeraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan
Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD
didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD
yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi : Adalah bantuan keuangan dari
pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung
Pemerintah Desa 9 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan
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pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan
bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum
atau ketetapan yang sahyang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau
berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten : Adalah bantuan keuangan dari
pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk
mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan
bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum
atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng
atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi
tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh
puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga
puluh per seratus) untuk belanja operasional.

c. Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1)
Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan
yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga bank; 6) Hadiah
lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 10 7) Pendapatan lain Desa yang

sahpendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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